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PUTUSAN
Nomor 212/Pdt.G/2022/PA.Brk

&0\ trE\IX, z
a5
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Moh. Untung Baba bin Tahrim Baba, tempat dan tanggal lahir Palu,
14 November 1996, agama Islam, pekerjaan
Pegawai Swasta pada Federal Intemational
Finance (FIF), pendidikan SLTA, tempat
kediaman di Dusun lll, Desa Talaga Tomoagu,
Bolangitang Barat, Kab. Bolaang Mongondow
Utara, Sulawesi Utara, sebagai Pemohon;

melawan

Mariati binti Syahril Lamu, tempat dan tanggal lahir Lamadong, 01
November 1996, agama Islam, pekerjaan
Penjual Perabot Rumah Tangga, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di Dusun lll, Desa
Talaga Tomoagu, Bolangitang Barat, Kab.
Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara,

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemaohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

18 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko
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pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 212/Pdt.G/2022/PA.Brk,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2017, Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolangitang Barat,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagaimana sesuai dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor: 0099/08/X/2017, tertanggal 31 Oktober 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah orang tua Pemohon selama 5 tahun sampai berpisah;

3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 1 anak
laki- laki yang saat ini berada dalam asuhan Termohon, bernama Azril
Alfaro Baba usia 3 tahun;

4. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis.
Namun sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
mulai tidak harmonis disebabkan karena Pemohon sering melakukan isi
ulang saldo game Free Fire setiap ada event dan Termohon tidak
menyetujuinya;

5. Bahwa puncak perselishan dan pertengkaran terjadi pada bulan
September 2022 saat Termohon mengetahui Pemohon melakukan isi ulang
saldo game lalu Termohon memperingatkan bahwa itu termasuk dalam
berjudi. Pemohon tidak terima dinasehati karena menurut Pemohon hal
tersebut bukan judi. Kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
Sejak saat itu sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami dan isteri
selama 3 bulan sampai sekarang.

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak
berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena
Pemohon danTermohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk
menjalankan kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon
untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon
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kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko cg. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Moh. Untung Baba bin Tahrim Baba)
untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Mariati binti
Syahril Lamu) di depan sidang Pengadilan Agama Boroko setelah putusan
ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang
telah dipanggil secara elektronik datang menghadap sendiri di persidangan,
sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah,
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata
ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka
perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan
Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon
tidak dapat didengarkan;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:
1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Kaidipang, Nomor 0099/08/X/2017 Tanggal 31 Oktober 2017. Bukti surat

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P,

diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Tahrim Baba bin Paulus Baba, umur 60 tahun, agama Islam,

pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun lll,Desa

Talaga Tomoagu, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara, saksi tersebut mengaku sebagai ayah kandung di

bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di
rumah saksi sampai berpisah;

- Bahwa saksi tahu npada awalnya rumah tangga Pemohon dan
Termohon berjalan rukun dan harmonis hingga dikaruniai seorang anak
yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;

- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon
dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sudah pisah tempat
tinggal;

- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar,
tetapi saksi tidak tahu penyebab pertengakaran antara Pemohon dan
Termohon;

- Bahwa saksi tidak pemah melihat Pemohon memukul Termohon, tapi
saksi pernah melihat 1 (satu) kali Termohon menendang Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi setiap kali selesai bertengkar dengan

Pemohon Termohon pergi meninggalkan rumah;
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- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak tinggal bersama

selama 3 (tiga) bulan sampai sekarang;

Saksi 2, Saprin Baba bin Paulus Baba, umur 45 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun lll, Desa
Talaga Tomoagu, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara, saksi tersebut mengaku sebagai paman Pemohondi
bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan mengenal Termohon namanya Mariati;

- Bahwa saksi tahu Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di

rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;

- Bahwa sepengetahuan saksi Ketika ada masalah antara Pemohon dan

Termohon, Termohon langsung meninggalkan rumah;

- Bahwa Termohon meninggalkan rumah sudah 3 (tiga) kali;

- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon
dan Termohon sudah mulai tidak harmonis;

- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak tinggal bersama
selama 3 (tiga) bulan sampai sekarang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;
Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon selalu hadir

sedangkan Termohon tidak pemah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah
diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,
dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan
dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.,
permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan
cerai adalah bahwa Termohon Ketika bertengkar dengan Pemohon sering
meninggalkan rumah, telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 3
bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon
sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana
layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii permohonan Pemohon karena
Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan
perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (hazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,
isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan
Termohon pada tanggal 31 Oktober 2017, relevan dengan dalil yang hendak
dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan
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terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah

pada tanggal 31 Oktober 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
Tahrim Baba bin Paulus Baba dan Saprin Baba bin Paulus Baba, keduanya
telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk
perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada
halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
yang disimpulkan sebagai berikut:

— Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

— Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah di karuniai
seorang anak yang saat ini berada dibawah asuhan Termohon;

— Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak 3 (tiga)
bulan lalu sampai sekarang karena tidak ada lagi pemenuhan hak dan
kewajiban antara Pemohon kepada Termohon begitupun sebaliknya yang
menjadi dampak dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam
rumah tangga Pemohon dan Termohon;

— Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga senantiasa
dapat dilihat pada adanya suatu aktifitas pasangan suami istri yang berusaha
membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik dalam satu atap
rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
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tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa,;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam yang menegaskan bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat
kuat atau mitsaagan ghaliidzan untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah, serta bertujuan untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa substansi dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas
adalah kebahagiaan lahinah dan batiniah serta kekekalan sebuah mumah
tangga dalam ikatan perkawinan sebagai tujuan mulia dan luhur senantiasa
dapat terwujud manakala antara suami istri memiliki kecenderungan yang
bersifat positif dalam menata kehidupan rumah tangganya sebagai suatu
sendi-sendi kehidupan sosial. Hal mana ketentuan pasal tersebut di atas
memberi pengertian pula secara a contrario bahwa putusnya ikatan lahir batin
antara suami istri yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu dan berdampak
negatif bagi kelangsungan hidup berumah tangga, maka keadaan rumah
tangga demikian telah dapat dikategorikan sebagai sebuah rumah tangga yang
telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan
Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah
berlangsung sejak bulan Juni hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) bulan
lamanya, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk
membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan
kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor
237 K/IAG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan
majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di
dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu
tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan
kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum

yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal
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19 hunuf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim dalam rangka untuk
menyatukan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tidak
mendapatkan respon positif dari Pemohon, maka dengan kenyataan ini,
Pemohon telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya
dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan
(ekspektasi) bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata
ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri
tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan
sebab dalam hal terjadinya percekcokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang
ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan
menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut
Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsagan ghaliidzan" perjanjian yang
kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan
kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah
tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah
pecah, sehingga apabila umah tangga demikian tetap dipertahankan justru
akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati
Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan
yang tidak jelas batas akhimya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya
kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang
demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk
menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Pemohon
dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, Majelis
Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Bagarah ayat
227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim

dalam perkara ini yang berbunyi:
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Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah
dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk
mengabulkan permohonan Pemohon di atas, dan oleh karena antara Pemohon
dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan
Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga pengadilan mengizinkan Pemohon
untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang
Pengadilan Agama Boroko setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadimya Termohon dalam
persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, ternyata
ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, dan permohonan
Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon
tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf ¢ Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena
perceraian, maka pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk
memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi
bekas istri, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam
yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka
bekas suami wajib: a). memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya,
baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut gobla al dukhul, b).
memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah,
kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’'in atau nusyuz dan dalam keadaan
tidak hamil, c). melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh
apabila gobla al dukhul,

Menimbang, bahwa frase “dapat mewajibkan” dalam ketentuan Pasal 41
huruf ¢ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas perlu dimaknai
lebih lanjut dengan sesuatu yang tidak memaksa (fakultatif), atau patut
dimaknai pula dengan kewenangan pengadilan yang terdapat pada pelaku

pembuat hukum yakni hakim (judge made law) karena jabatannya atau hak ex
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oficio dari Majelis Hakim untuk melakukan pembebanan atau melakukan
perbuatan hukum tertentu kepada pihak suami in casu Pemohon, sedangkan
kata “wajib” pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam patut dimaknai dengan
memaksakan kepada seseorang (suami) untuk melakukan perbuatan hukum
tertentu (imperatif) berdasarkan tinjauan dari aspek legis (kepastian hukum),
namun ditinjau dari aspek utilitis (kemanfaatan) perlu dilihat lebih lanjut apakah
pembebanan kepada Pemohon atau memaksakan perbuatan hukum tertentu
untuk dilakukan oleh Pemohon dapat dipenuhi oleh Pemohon atau tidak, tetapi
di sisi lain pula, pembebanan kepada Pemohon mengandung nilai-nilai etis
(keadilan), dengan pertimbangan bahwa penyerahan diri dan/atau pengabdian
istri in casu Termohon kepada suami mengandung makna yang berhubungan
erat dengan penghormatan atas dedikasi seorang istri dalam rumah tangga,
yang perannya sangat berhubungan dengan aspek pendidikan dasar bagi
keturunan untuk masa-masa mendatang sebagai generasi penerus, suatu
peran yang berhubungan pula dengan pembentukan karakter anak terhadap
lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pemberian mut'ah dari seorang suami yang
menceraikan istrinya sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158
huruf b Kompilasi Hukum Islam, adalah suatu kewajiban yang mengikat bagi
setiap suami yang akan menceraikan istrinya dengan memberikan suatu yang
bernilai dan/atau layak, yang dapat berwujud berupa uang atau benda. Hal ini
ditegaskan pula dalam Al-Qurian Surah Al-Bagarah: 241 yang diambil alih

menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

;Mirﬁjw éi; Li'; ESJ‘}}JJL}F é KV g_li:':} “;M ,o/j

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh
suaminya mutah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban
bagi orang-orang yang bertakwa’.

Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pesan Allah dalam ayat di
atas memiliki kandungan hakikat (esensi) moral baik yang berkaitan dengan
moral terhadap sesama manusia maupun moral manusia dengan Allah, suatu
pesan yang wajib disampaikan oleh Majelis Hakim kepada para pihak

berperkara sebagai bentuk pertanggungjawaban di hadapan Allah dalam
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menyampaikan pesan kitab suci al Quran, sehingga atas dasar pertimbangan
tersebut dimana permohonan cerai ini merupakan inisiatif dari Pemohon, maka
majelis hakim akan menetapkan kewajiban bagi Pemohon selaku suami kepada
Termohon sebagai istri sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut di
bawah ini;

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149
huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan
dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari Pemohon selaku
suami dan ditujukan untuk menghibur hati Termohon sebagai istri yang
diceraikan oleh Pemohon, manakala sang istri (Termohon) yang telah sekian
lama membina dan menemani Pemohon dalam berumah tangga dengan tanpa
mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan telah berakibat retaknya rumah
tangga keduanya. Adapun maksud dari kenang-kenangan tersebut adalah
setidaknya untuk digunakan oleh Termohon nantinya untuk berusaha agar
Termohon dapat menata kehidupannya lagi pasca terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dari segi
kepatutan dan/atau kemampuan Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada
Termohon, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan
mengutip kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi putusan
Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang
diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang
menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus
ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan
dan keadilan termasuk mut'ah dan iddah, sehingga atas dasar itu sesuai
dengan kelayakan/kepatutan, kemanfaatan dan keadilan serta kemampuan
Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, karena itu kepada
Pemohon patut dihukum untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa
uang sejumlah Rp1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di samping itu pula, majelis hakim perlu
mempertimbangkan nafkah iddah yang wajib diberikan oleh Pemohon kepada
Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam

sebagai berikut;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum
Islam ditegaskan bahwa seorang suami dapat dibebaskan dari segala
kewajibannya terhadap seorang isteri manakala ternyata tidak ada tamkin
sempuma dari isteri. Tamkin dalam ketentuan pasal tersebut berarti tinggal
bersama, serumah, atau dapat ditafsirkan lebih luas adalah adanya pemenuhan
hak dan kewajiban antara suami istri.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan
Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan selama perpisahan
tersebut, tidak terdapat fakta bahwa Termohon melakukan tindakan-tindakan
yang dapat merusak tatanan rumah tangga, kecuali perselishan dan
pertengkaran semata, yang nampak pada perpisahan ranjang Pemohon dan
Termohon, oleh karenanya, dalam keadaan yang demikian, isteri (Termohon)
tidak dapat disebut nusyuz, sehingga Termohon layak mendapatkan
hak-haknya sebagai akibat perceraian yang diajukan olen Pemohon, dan
merupakan jaminan hukum dari kewajiban Pemohon untuk memenuhi hak
istrinya in casu Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berkenaan dengan nafkah iddah
yang patut ditunaikan oleh Pemohon kepada Termohon, dengan
mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan Pemohon yang bersedia
memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu
rupiah) selama 3 bulan, maka berdasarkan kesanggupan tersebut menurut
pendapat Majelis Hakim, Pemohon patut dibebani kewajiban untuk memberikan
nafkah iddah kepada Termohon untuk selama 3 bulan sejumlah Rp
1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyerahan mutah dan nafkah
iddah dari Pemohon kepada Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di
atas, dan dengan mengutip ketentuan firman Allah surah al Ahzab ayat 49 yang
diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang
menjelaskan bahwa ‘maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu
dengan cara yang sebaik-baiknya’, dimana ketentuan firman Allah ini
menegaskan bahwa saat mana suami yang akan menceraikan istrinya harus

dengan cara yang baik, atau dengan makna lain bahwa saat perceraian terjadi
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tidak boleh lagi meninggalkan masalah, sehingga dengan memperhatikan asas
kemanfaatan dan keadilan, karena itu terhadap kewajiban Pemohon untuk
memberikan mutah dan nafkah iddah tersebut kepada Termohon, maka
berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang
memiliki substansi penerapan nilai-nilai falsafah dalam memberikan
perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabat perempuan dengan
menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadap perempuan,
serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuan di depan hukum, hal
mana ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim memiliki substansi
hukum yang linear dengan kaidah hukum sebagaimana yang termuat dalam
SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 serta kaidah hukum
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, oleh
karena itu Pemohon patut dihukum untuk menyerahkan mutah dan nafkah
iddah tersebut di atas kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon
mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama
Boroko;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum, di mana dalam perkawinan
Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini
berada dalam asuhan Termohon, dan kedua anak tersebut masih di bawah
umur, maka untuk meraih kepastian hukum serta kemanfaatan dan keadilan,
Pemohon dibebani kewajiban untuk memenuhi hak-hak yang wajib diperoleh
anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa sekaitan dengan keberadaan anak Pemohon dan
Termohon yang Bernama Azril Alfaro Baba , Laki-laki berumur 3 tahun, yang
saat ini berada dalam asuhan Termohon, maka menurut pendapat Majelis
Hakim bahwa yang patut dipertimbangkan adalah bagaimana anak yang lahir
dari perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut bisa tumbuh,
berkembang, terdidik, dan terpenuhi segala keperluan hidupnya dalam rangka
pembentukan generasi penerus, sehingga biaya-biaya pemeliharaan anak tidak
saja menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari seorang ayah namun juga ibu

dapat pula bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak;
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Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam ketentuan Pasal 45 ayat 1
dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ditegaskan
"kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka
sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban
mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua
putus";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perkawinan juga ditegaskan "bapak yang bertanggung
jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak
itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban
tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya
tersebut”, vide Pasal 105 huruf ¢, Pasal 149 huruf d serta Pasal 156 huruf d
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bis Pasal 4 dan Pasal 26 menegaskan
adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang menjadi
hak asasinya yang paling mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah,
masyarakat, keluarga dan orang tua berupa asas hak untuk hidup,
kelangsungan hidup, dan perkembangannya;

Menimbang bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung
oleh pasal-pasal di atas, dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta hukum, di
mana Pemohon memiliki pekerjaan yang tetap sebagai Pegawai Swasta
Faderal International Finance (FIF), tidak menyandang disabilitas atau berada
dalam pengampuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki
kemampuan diri untuk menunaikan kewajibannya sebagai ayah kandung dalam
memberikan nafkah/biaya hidup dan keperluan anaknya sebagai hak mutlak
anak yang harus terpenuhi, demi kelangsungan hidup dan perkembangannya
baik itu di masa sekarang maupun di masa mendatang, meskipun hubungan

ikatan suami istri itu putus;
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Menimbang, bahwa dengan memerhatikan aspek maslahat dihubungkan
pula dengan aspek futuristis yakni dengan mengedepankan asas hidup anak
Pemohon dan Termohon tersebut agar lebih tumbuh dan berkembang sejak
sekarang hingga kewajiban orang tua terhadap anak Pemohon dan Termohon
tersebut berakhir berdasarkan hukum, maka harus ada asas kepastian hukum
yang dapat melindungi kepentingan hidup kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan
Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang
diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang
menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus
ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan
dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian masa depan anak perlu ditetapkan
kewajiban suami untuk membiayai anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan memerhatikan ketentuan
sebagaimana yang termuat dalam huruf C angka 14 Surat Edaran Mahkamah
Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun
2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka tumbuh
kembangnya kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut, pendidikannya di
masa yang akan datang, yang seiring waktu dapat terjadi peningkatan
kebutuhan, dan dalam kondisi seperti itu sejatinya sangat melekat tanggung
jawab Pemohon dan Termohon terhadap kedua anaknya tersebut, karena itu,
untuk memenuhi asas keadilan hukum (teori etis) dalam perkara a quo, Majelis
Hakim mempertimbangkan dengan tetap memberikan beban secara ex officio
bagi Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anaknya tersebut dengan
pemberlakuan untuk waktu setiap bulan, dengan menetapkan jumlah yang
harus ditanggung oleh Pemohon adalah minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan penambahan
20% setiap tahunnya, dan biaya pemeliharaan dimaksud tersebut diberikan
oleh Pemohon kepada Termohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap

hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin Pemohon (Moh. Untung Baba bin Tahrim Baba) untuk
menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Mariati binti Syahril
Lamu) di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan/ membayar nafkah berupa:

4.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu
rupiah);

4.2 Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta
lima ratus ribu rupiah);

5. Menghukum Pemohon untuk membayar/menyerahkan mutah dan nafkah
iddah sebagaimana diktum 4 (empat) tersebut di atas kepada Termohon
sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di
depan sidang Pengadilan Agama Boroko;

6. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan
terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bemama Azril Alfaro Baba,
laki-laki berumur 3 tahun, minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan
penambahan 20% setiap tahunnya hingga kedua anak tersebut dewasa atau
berumur 21 tahun;

7. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).
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Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Boroko pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Masehi bertepatan
dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh MUHAMAD ANWAR UMAR,
S.Ag., sebagai Ketua Majelis, ROYANA LATIF, S.H.I., M.H. dan DEWI
ATIQAH, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra.
LUSIYANA SULEMAN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

ROYANA LATIF, S.H.I., M.H. MUHAMAD ANWAR UMAR, S.Ag.,

DEWIATIQAH, S.Sy

Panitera Pengganti,

Dra. LUSIYANA SULEMAN

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 75.000,00
- Panggilan :Rp 160.000,00
- PNBP ‘Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah ‘Rp 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).
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